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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05/PRT/M/2016

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan

bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis

bangunan gedung serta mewujudkan kepastian hukum

dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap

pendirian bangunan gedung harus berdasarkan Izin

Mendirikan Bangunan Gedung;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan

mereformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik perlu

dilakukan penyederhanaan dan efesiensi dalam proses

penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

c. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin

Mendirikan Bangunan Gedung perlu disesuaikan

pengaturannya terkait penyederhanaan dan efisiensi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam tersebut dalam huruf a, huruf b, dan

huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan
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Umum dan Perumahan Rakyat tentang Izin Mendirikan

Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 16);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya

disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh

pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung
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fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan

gedung untuk membangun baru, mengubah,

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan

gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan

persyaratan teknis yang berlaku.

2. IMB bertahap adalah IMB yang diberikan secara bertahap

oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan

gedung untuk membangun bangunan gedung baru.

3. IMB pondasi adalah bagian dari IMB bertahap yang

diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik

bangunan gedung untuk membangun konstruksi pondasi

bangunan gedung, yang merupakan satu kesatuan

dokumen IMB.

4. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan

pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah

untuk mendapatkan IMB.

5. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung

dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas

dan teknologi sederhana.

6. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan

gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki

kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.

7. Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang

memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang

dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan

penyelesaian atau teknologi khusus.

8. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah

bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan

publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha,

maupun sosial dan budaya.

9. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari

fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan

tingkat persyaratan administratif dan persyaratan

teknisnya.

10. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan

pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis

dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan
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pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan

gedung.

11. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan

bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar

bangunan gedung selalu laik fungsi.

12. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau

mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan

bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar

bangunan gedung tetap laik fungsi.

13. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik

Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan

Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan

keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik

pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

14. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta

pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya

untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut

sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan

menurut periode yang dikehendaki.

15. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya

disingkat RTRW Nasional adalah hasil perencanaan tata

ruang wilayah Nasional yang telah ditetapkan dengan

peraturan pemerintah.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya

disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata

ruang wilayah Provinsi yang telah ditetapkan dengan

peraturan daerah provinsi.

17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota yang

selanjutnya disingkat RTRW kabupaten/kota adalah hasil

perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang

telah ditetapkan dengan peraturan daerah

kabupaten/kota.

18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat

RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten/kota ke dalam rencana pemanfaatan

kawasan perkotaan.
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19. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur

tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan

pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona

peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci

tata ruang.

20. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang

selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang

bangun suatu kawasan untuk mengendalikan

pemanfaatan ruang yang memuat rencana program

bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan

rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian

rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

21. Keterangan Rencana Kabupaten/Kota yang selanjutnya

disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata

bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh

Pemerintah Kabupaten/kota pada lokasi tertentu.

22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat

KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas

seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas

lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata

bangunan dan lingkungan.

23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat

KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas

seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai

rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan

lingkungan.

24. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH

adalah angka persentase perbandingan antara luas

seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang

diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas

tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai

sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan

dan lingkungan.

25. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat

KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas
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